KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K(

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RI
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENT
DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI ILOR,

DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL KECAMATAN '
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PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA SALA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA|

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALA]

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR “W1.1n /ga /X\ /2025

TENTANG

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH T

MENJADI PERATURAN DAERAH

Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
008/BA/XI/2025 dan 172.11/98/X1/

21 November 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daeral

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah ten

Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh

Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari
Sidomukti menjadi Peraturan Daerah;

a. bahwa dalam rangka pembentukan Perat;
Salatiga secara terencana, terpadu dan sist
Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan R
Salatiga telah melakukan Persetujuan |
Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali K

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalax

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dgeral,

sebagaimana telah diubah dengan Peratur;
Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Pe
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kot
Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar p
register;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimg
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tent

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Peraturan Perundang-undangan,

2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dpw:
Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentar
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagapimana telah diubaglk
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 018§
8. Peraturan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomg
1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakya
Daerah Kota Salatiga; :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan .
KESATU : Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perwpkilat
Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |Berbasis Risiko i
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah temtang Pembentukay
Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan
Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan
Sidomukti menjadi Peraturan Daerah. :
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Wovember 2015
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KOTA,S IGA
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D
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Tembusan:
1. Walikota Salatiga;
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga
6. Arsip.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir ;

tentang Pengtapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 r
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Peru
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatigd

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peg
an Rakyat Daerak

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakil
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALA]

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR V31.1W /99 /] X{ /201S

TENTANG

MENJADI PERATURAN DAERAH

Berita Acara Persetujuan Bersama Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
008/BA/X1/2025 dan 172.11/98/X1/

21 November 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Dj{

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah ten
Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukul
Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari
Sidomukti menjadi Peraturan Daerah;

a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraty
Salatiga secara terencana, terpadu dan sist
Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan R
Salatiga telah melakukan Persetujuan |
Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Wali K

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalar

sebagaimana telah diubah dengan Peratur
Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Pe
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kot
Pemerintah Kota Salatiga, ditetapkan dengan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar permohonan

register;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentuk
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tphun

Peraturan Perundang-undangan,

2022;
3. Undang-Undang Nomor
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 téntang Pemerintah

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir den

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapz
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Peru

Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 LTahun 2015 tent

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diu

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
. Peraturan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomtgr
1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Raky.

Daerah Kota Salatiga; '

akil

ko
tuk
rah

MEMUTUSKAN:
Menetapkan |
KESATU Persetujuan Bersama Pemerintah Kota Salatiga dan Dewan Perw
Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Rancangan Peraturan [
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |Berbasis Risi
Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemben
Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelu
Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari1 Kidul Kecat
Sidomukti menjadi Peraturan Daerah. |
KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
|
Ditetapkan di Salatiga \
pada tanggal 21 November 2015
|
PIMPINAN DEWAN PERW2 RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA ‘
. / o : |
\ \ ':{: : |
\ By '\\
DANCE
97
KETUA,
7
= = —
YULIYANTO SAIFUL MASHUD
Tembusan: |
1. Walikota Salatiga; |
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga; |
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; |
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga
6. Arsip. |
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